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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada BAB II maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, 

penggunaan sempadan sungai Landak di kota Ngabang terhadap bangunan belum 

sepenuhnya sesuai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Landak Tahun 2014-2034, dikarenakan 

masih banyak bangunan permukiman rumah, ruko, tempat usaha, dan rumah ibadah 

yang berdiri di kawasan sempadan sungai melanggar ketentuan yang berlaku. 

Penyebab adanya bangunan yang tidak sesuai dengan penggunaan sempadan sungai 

Landak, karena banyak bangunan ruko dan permukiman sudah berdiri sebelum 

adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang penggunaan bangunan di 

sempadan sungai, dan juga karena adanya faktor ekonomi yaitu banyak bangunan 

ruko yang masuk dalam kawasan sempadan sungai Landak, dan juga faktor 

kelesatarian kebudayaan dimana kegiatan agama adat dan nilai-nilai perilaku positif 

masyarkat dimulai dari tepi sungai.  

Pemerintah Daerah telah melakukan beberapa upaya dalam melakukan 

penertiban terhadap bangunan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah. Upaya 

telah dilakukan adalah dengan tidak memberikan izin kepada masyarakat yang 

ingin mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan penggunaan sempadan 

sungai, mengadakan sosialisasi Peraturan Daerah tentang sempadan sungai dan 

memberikan kewajiban mengurus surat Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 

(KKPR) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk 
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setiap masyarakat yang memiliki dan memanfaatkan bangunan di kawasan 

sempadan sungai, baik untuk kegiatan usaha dan rumah huni. Adapun harapan dan 

pesan masyarakat yang menempati dan memanfaatkan bangunan sempadan sungai 

Landak kota Ngabang, masyarakat berharap kepada pemerintah untuk bisa menjaga 

dan menindak tegas masyarakat yang dengan sengaja membuang sampah di sungai 

Landak, walaupun pemerintah sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat 

untuk tidak membuang sampah disungai, masih ada masyarakat yang membuang 

sampah di aliran sungai karena tidak pernah ada pemberian sanksi yang tegas oleh 

pemerintah. Berdasarkan keterangan masyarakat, perilaku masyarakat membuang 

sampah di aliran sungai dilakukan secara terpaksa karena adanya penumpukan 

sampah ditempat sampah di depan bangunan ruko yang tidak dibersihkan oleh 

petugas kebersihan kota secara berkala. Masyarakat juga berharap kepada 

pemerintah dalam upaya melakukan penataan ulang tata ruang, harus tetap 

memperhatikan nasib masyarakat yang sudah lama bergantung terhadap bangunan 

rumah dan ruko yang menjadi tempat tinggal dan sumber ekonomi Masyarakat 

khususnya yang berada kawasan pasar kota Ngabang yang menjadi pusat 

perekonomian kota Ngabang. 

 

B. Saran  

Kepada pemerintah Kabupaten Landak diharapakan dapat melakukan 

langkah-langkah yang tegas, seperti memberikan sanksi yang tegas kepada 

masyarakat yang mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan Peraturan. Dalam 

upaya mengembalikan fungsi sempadan sungai Landak di kota Ngabang 

 

 



48 
 

 
 

diharapakan pemerintah bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang 

memanfaatkan bangunan di sempadan untuk menyampaikan rencana pemerintah 

kedepan untuk menegakan peraturan yang mengatur sempadan sungai dengan tetap 

mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat masyarakat. 

Kepada masyarakat yang memanfaatkan bangunan di sempadan sungai 

Landak kota Ngabang, untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya 

penggunaan sempadan sungai Landak, dengan memahami dampak negatif dari 

pelanggaran penggunaan sempadan sungai kepada ekosistem sungai dan 

keberlanjutan lingkungan hidup. 
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